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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PMK 111/PMK.04/2013 
TENTANG 

TATA CARA PENAGIHAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2000, Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 
tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Peraturan 
Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata  
Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan 
Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 
tentang Tempat Dan Tata  Cara Penyanderaan, 
Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan 
Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa, diatur mengenai tata 
cara penagihan pajak dengan surat paksa; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2006, pelaksanaan penagihan 
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utang dan penghapusan penagihan utang yang tidak 
dapat ditagih berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009, ketentuan dalam 
Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan berlaku pula bagi undang-undang 
perpajakan lainnya kecuali apabila ditentukan lain; 

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2000, yang dimaksud dengan pajak adalah 
semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah 
pusat, termasuk bea masuk dan cukai, dan pajak 
yang dipungut oleh pemerintah daerah, menurut 
undang-undang dan peraturan daerah; 

e. bahwa dalam rangka penagihan bea masuk 
dan/atau cukai perlu pengaturan khusus dengan 
berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 
dan huruf e, serta dalam rangka melaksanakan 
ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 10A Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2000, Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2007, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 135 
Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam 
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Pasal 
6 Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 
tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang 
Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam 
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Tata Cara Penagihan Bea Masuk Dan/Atau Cukai; 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2006 (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang 
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4755); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3987); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 
tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, 
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4049); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 
tentang Tata  Cara Penjualan Barang Sitaan Yang 
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Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam 
Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 248, Tambahan  Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4050); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 
tentang Tempat Dan Tata  Cara Penyanderaan, 
Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, Dan 
Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, 
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4051); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA 
CARA PENAGIHAN BEA MASUK DAN/ATAU CUKAI. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17        Tahun 2006. 

2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 
tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
39 Tahun 2007. 

3. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang 
Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. 

4. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-
barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang 
ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai. 

5. Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai adalah serangkaian tindakan 
agar penanggung bea masuk dan/atau cukai  melunasi utang Bea 
Masuk dan/atau Cukai, biaya  penagihan  Bea Masuk dan/atau Cukai, 
dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan 
seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan 
pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan 
menjual barang yang telah disita. 
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6. Utang Bea Masuk dan/atau Cukai adalah pajak berupa bea masuk 
dan/atau cukai yang masih harus dibayar termasuk sanksi 
administrasi berupa denda dan/atau bunga berdasarkan Undang-
Undang Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai.  

7. Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya 
disebut Kantor Pelayanan adalah Kantor di lingkungan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai, meliputi: 
a. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; 
b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya; atau 

c. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama.  
8. Pejabat Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Pejabat adalah 

pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam 
jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan 
Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.  

9. Surat Tagihan Di Bidang Cukai yang selanjutnya disebut STCK-1 
adalah surat berupa ketetapan yang digunakan untuk melakukan 
tagihan utang Cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan 
Cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga. 

10. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur 
atau memperingatkan penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai untuk 
melunasi utang Bea Masuk dan/atau Cukai, Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak 
Penghasilan (PPh) yang tercantum dalam surat penetapan yang tidak 
dibayar pada waktunya. 

11. Surat Teguran Di Bidang Cukai yang selanjutnya disebut STCK-2 adalah 
surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan 
penanggung Bea Masuk dan/ atau Cukai untuk melunasi utang Cukai 
yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan Cukai, sanksi 
administrasi berupa denda, dan/atau bunga. 

12. Surat Penyerahan Penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 
selanjutnya disebut STCK-3 adalah surat penyerahan penagihan PPN 
atas barang kena Cukai ke Direktorat Jenderal Pajak. 

13. Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai adalah orang pribadi atau 
badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Bea Masuk, Cukai, 
sanksi administrasi berupa denda dan/ atau bunga, termasuk wakil 
yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban kepabeanan dan 
cukai termasuk Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) 
menurut Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. 

14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id

